BAB IV
STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA

SYARI'AH (M2M) BANK MEGA SYARI'AH KALIWUNGU

Perbankan konvensional sebagi pemain lama telatawakan berbagai
produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasst@hsedangkan bank
syariah dalam hal tersebut juga memiliki produkukntiapat mengakomodasi
keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa predukbiayaan salah satunya

adalah pembiayaan dengan akagrabahah

Dalam perbankan syari'ah, ada dua bemukabahahyangumumnya
dipraktekkan, yakni:

1. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank ksela
penyedia barang dengan nasabah selaku pemesanmetakeli barang.
Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keunturjgah beli yang
disepakati bersama. Atau menjual suatu barang demgaga asal (modal)
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati

2. Murabahahinvestasi, yaitu suatu perjanjian jual beli unbgtang tertentu
antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barakgnamenyerahkan
barang seketika sedangkan pembayaran dilakukanadetigilan dalam
jangka waktu yang disepakati bersama.

Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menéditvarman Karim

murabahahdalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadintacam, yaitu
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murabahahtunai atau cicilan. Pembayaramnurabahahdapat dilakukan secara
tunai atau cicilan. Dalammurabahahjuga diperkenankan adanya perbedaan
dalam harga barang untuk cara pembayaran yang dzderabahahmuajjal
dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawadl alan pembayarannya
kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentukwag maupun dalam bentuk
lump sum(sekaligus).

Dalam produkmurabahahpada unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu yang digunakan adatalrabahahmodal kerja dengan
system pembayaran cicilan dimana produk tersebutikutmengakomodir

kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk rkegal

A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerp
Pelaksanaan akatiurabahahpada pembiayaan modal kerja di Unit

Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwgu apakah sesuai
dengan ketentuan syari'ah atau tidak dapat dildei analisis kesesuain
praktek dengan kaidah-kaidah figih tentamgurabahah Dalam figh
sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukunmdarabahahadalah sebagai
berikut?

1. Para pihakdl-'agidaen ¢sal ):

2. Pernyataan kehendasigat al-'aqq sl 4iwa);

3. Obyek akadrpiahall al-'aqd sl Jaw);

4. Tujuan akadrfaudu al-'aqgis) & g sa)

! Hufron A. Mas’adiop. cit.him. 13
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Adapun rukun murabahah dalam praktek perbakan syari'ah
sebgaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syatfitodio dan Arison
Hendri, adalah sebagai berikut:

1. Adanya penjuall{a’i) dan pembelirfusytar)

2. Adanya objek atau baranmébi’) yang diperjualbelikan,
3. Adanya kesepakatan hargagman

4. Adanya ijab gqabuldigha)

5. Tujuan Akad

Sehingga dapat di pahami bahwaurabahah dalam praktek
perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dadgmmfiuamalah.

Sedangkan rukun akaghurabahahdalam pelaksanaan pembiayaan
murabahahpada layanan Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bankedé
Syari'ah Kaliwungu dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Para pihak ¥« ) adalah sebagai berikut: Sebagai penjbali);
yaitu pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank MagSyari'ah

Kaliwungu dan sebagai pembein(sytar) adalah pihak nasabah yang

mengajukan pembiayaan modal kerja, itu adalah nadarp struktur

pada akadnurabahah Sedangkan struktur pada akadkalahyang
menjadi penjual adalah produsen/supplier sedangb@mbelinya
adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaanl rkexjia pada

Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari’ahakwungu

terdiri dari dua akad yaitnurabahahdanwakalah.

2 Arison Hendriop. cit him. 43
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2. Objek atau barang®) Jas) yang diperjual belikan adalah kebutuhan
barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dpé&rgajuan
berupa alat-alat untuk modal kerja yang tentunyeudiah barang
yang halal.

3. Kesepakatan hargaséman berupa adanya kesepakatan harga jual
dan harga beli

4. ljab gabul € 4ae) ditunjukan dengan adanya pengisian dan
penandatanganan formulir aplikasi akadrabhahdan akad tambahan
wakalah antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syari'ath Uni
Kaliwungu.

5. Tujuan Akadnya+sll ¢ sas4) adalah untuk modal kerja nasabah yang
mengajukan pembiayaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentudumumurabahah
dalam figh muamalah maupun aplikasinya dalam pdédrarsyari’ah telah
terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaaarabahahpada Unit Mega
Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungbaik itu pihak yang
berakad, objek akad, harga, ijab gqabul dan tuj@ainatkad tersebut telah ada.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akadabahahpada pembiayaan
modal kerja Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank MegSyari'ah

Kaliwungu telah terpenuhi dan telah sesuai dengsenkuan syari’ah.
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B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Keja
Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidakpesleleh adanya
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak kedaar ketentuan-ketentuan
syari'ah. Adapun analisis dari syarat rukun dalakganaan akachurabahah
pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Bgfar(M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu ini adalah sebagai berikut:
1. Nasabah dan Bank (Pihak yang berakad)

Dalam figh telah dijelaskan bahwa syarat yang halipgnuhi
oleh orang yang berakag:€ ) yaitu penjual dan pembeli adalah harus
tamyis yaitu sesorang tersebut sudah mengetahui mana baikgdan
yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hakedua belah pihak
yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayazdalnkerja
haruslahtamyis® Sebagai pihak penjual yaitu Unit Mega Mitra Sydri'a
(M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, ini adalah beErtuk lembaga
maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga térselalah lembaga
yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukanstiasi. Dalam
hal ini Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega&yah Kaliwungu
adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuankumieiakukan
transaksi, maka Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bavlega Syari’ah
Kaliwungu tersebut sah sebagai penjual dalam tkansaurabahahpada

pembiayaan modal kerja.

% Hufron A. Mas’adi,op.cit, him. 13
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Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratdaagsimana
yang disyaratkan diatas yaittamzis maka nasabah yang bisa
mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasarahsudah bisa
dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaatal kerja di
Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'alalikvungu telah
disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki ¢Kartu Tanda
Penduduk) yang berarti harus sudah berusia mirimahun atau sudah
menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sue@ahboktikan bahwa
nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secarmmdsitif maupun
secara figh.

Dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pilia¥{l ) yaitu
Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'alalivungu dan
nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakakad atau

transaksi akachurabahaldalam pembiayaan modal kerja tersebut.

. Pembelian barang modal kerja (Objek akad)

Dalam ketentuan syarat dari objek ¥l Jas)dalam akad
murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam figh nmaupu
konsep murabahah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/200@hlwva syarat
dari objek akad atau barang antara lain sebagikiuber

a. Objek ada pada waktu akad (penjual harus telah hkeryang

akan dijual), adapun yang mempunyai pendapat lamang itu
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ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyatasanggupan

untuk mengadakan barang itu.

b. Barang adalah milik sah penjual

c. Barang dapat ditentukan

d. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan

e. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah (Haateng yang
halal)

Sedangkan dalam pelaksanaarurabahah pada pembiayaan
modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Baikega Syari’ah
Kaliwungu, kondisi barang atau objek akad dapaamiigarkan sebagai
berikut:

a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum adaebelam
dimiliki oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank &ba
Syari'ah Kaliwungu, hanya ada kesanggupan bahwakpinit
Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kalimgu
bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana ypesau
oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih beraslapglier atau
pemasok dan masih menjadi hak miskpplier atau pemasok
tersebut.

c. Dengan adanya akad tambahan berupa akadkalah
(perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab wabgh

maka Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Siari
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Kaliwungu menjadi gugur statusnya sebagai penjs@hingga
statusnya hanya sebagai pmberi pinjaman dana.

d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayammabahahpada
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari'allivungu
tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yafagnyga
halal, hal ini telah diatur dalam pformulir perjam akad
murabahah. Akan tetapi dalam pengawasanya yangarkyar
seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian nigaraleh
nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan terskisat
keluar dari apa yang telah disepakati bersama skisa
memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk
membeli barang yang tidak sesuai dengan syari‘ah.

e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan mkdga di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari'allivungu
sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena prossssaksi beralih
antara nasabah dengasupplier atau pemasok. Sehingga
memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar naanatiein

dana pembiayaan tersebut untuk membeli barangidtdu

3. Harga jual dan harga beli (Kesepakatan harga)

Adapun syarat dannurabahahlainnya adalah berkaitan dengan
harga (% ). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-

Zuhaili, murabahahitu disyaratkan beberapa hal, atara lain adalah:
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Pertama, dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli
mengetahui harggokok atau harga asal, karena mengetahui harga
merupakan syarat sah jual b&edua hendaknya margin keuntungan
juga diketahui oleh pembelikarena margin keuntungan tersebut
termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahhga lmaerupakan
syarat sah jual belKetiga, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat
diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada wakterjadi jual beli
dengan penjual dengan penjual yang pertama atahalsaya‘f
Di samping syarat-syarat di atas, terdapat jugaasyyarat

khusus, yaitr:

1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.

2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.

3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh ataudeam.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syanaurabahahadalah®

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukunditeigpkan;

3) Kontrak harus bebas riba;

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli biladiegacat atas

barang sesudah pembelian;
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkd#agan

pembelian.

“Wahbah az-ZuhailiQp. cit.him. 705
® |bid, him 706
®Muhammad Syafii AntonidQp. cit him.101
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Dalam pelaksanaan akadurabahahpada pembiayaan modal
kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Me&yari'ah
Kaliwungu untuk penentuan harga serta keuntunghih leergantung
pada besar kecilnya agunan yang disertakan oletbahs

Mekanisme akadnurabahahpada produk pembiayaan modal
kerja Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Siat Kaliwungu,
tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan pernashdan negosiasia
antara pihak nasabah dengan pihak Unit Mega Miyari@h (M2S)
Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi temdigdmntukan
juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya gulapembiayaan
ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang dikartaoleh nasabah
kepada pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank ddeSyari'ah
Kaliwungu. Agunan yang disertakan merupakan baraggnan yang
telah dimiki oleh pihak nasabah baik itu berupaabantanah dan
bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Hal tersebut berbeda dengan konseprabahah dalam figh
muamalah maupun konsemurabahah dalam perbankan syari'ah,
dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih titean pada tingkat
kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberagar Ipembiayaan
untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atgata yang
dibutuhkan oleh nasabah. Sebagaimana mendN&hbah az-

Zuhaili,bahwa murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan
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bilamana pembelmurabahahmemerlukan dana untuk membeli suatu
komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnymmasuk membayar
hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan Isefeya,
membayar biayaver headrekening listrik, dan semacamnya.

Dalam proses negosiasi, selain menegosiasikan nplafo
pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dgkejavektu cicilan.
Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasalo@ih memiliki
informasi harga barang dari produsen. BerdasarkBormasi tersebut,
bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yasedeedibayar oleh
nasabah dan bank.

Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaraarcidimana
jangka waktu pembayaran cicilan tersebut haruspdls#i sejak awal.
Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya k@ngvaktu
pembayaran cicilan tidak merubah harga barang fiangs dibayar oleh
nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiaygagaan barang
yang dipesan nasabah tersebut juga tidak dipenigaleetinjangka waktu
pembayaran cicilan. Karena prindime value of moneglalam konteks
perbankan syariah tidak berlaku.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sémama
telah dijelasakan dalam mekanisme penetuan maggig fiarus dibayar

oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentuawatliakad dan

"Wahbah az-Zuhailipc. cit
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persentase margin talah ditentukan oleh pihak saslkai dengan tingkat
plafon pembiayaan.

Secara prinsip penentuan keuntungan diawal telstraselengan
ketentuan syari'ah sebagaimana yang dikatakanwlahbah az-Zuhaili
dan bahwa dalam jual bethurabahahitu disyaratkanhendaknya
margin keuntungan juga diketahui oleh pembdiarena margin
keuntungan tersebut termasuk bagian dari hargangkdn mengetahui
harga merupakan syarat sah jual beli.

Akan tetapi penetuan persentase margin sesuai reiggakat
plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit MegardByari'ah (M2S)
Bank Mega Syari'ah Kaliwungu menjadikan nasabahktihisa bebas
melakukan negosiasi terkait dengan margin yangshdiayarkan oleh
nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (MB&nhk Mega
Syari'ah Kaliwungu. Karna menjadikan nasabah mdaktimau harus
menerima dan menyetujui margin yang telah ditemukarsebut.
Sedangkan dalam konsep figh bahwa kesepakatanukegamt (margin)
tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkatetetiutkan oleh
kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewayhag
harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada piaak yang telah

memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjamaatain Dari pihak

8 Wahbah az-ZuhailiQp.cit, him. 705, lihat juga Abdullah Saed@p.cit,him. 119

° Ciri-ciri perbankan syari'ah anatar lain; beban biaya yaisgpadkati bersama pada
waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, Yesgrnya tidak kaku dan
dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam bgasHega Sudarsono,
loc.cit,him. 41.
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bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuraarsgelas. Akan

tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bagarpgnundaan bayar
sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebablkaera beberapa faktor
yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaupun yang

tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macgtMega
Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwunguemperlakukan
sistem dendatd’zir) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara
umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah displalam
melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi adakagang perlu
dipertimbangkan oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M28pnk Mega
Syari'ah yaitu memberikan kelonggaran waktu teHetbahulu sebelum
mengenakan dendatalzir). Sebagaimana yang telah diatur dalam
peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasadbhhwa bank
harus melakukarrescheduling(penjadwalan kembali)feconditioning
(persyaratan kembali) ataestructuring(penataan kembali).

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa syardtdian harga
perlu diperhatikan oleh pihak Unit Mega Mitra Syani (M2S) Bank
Mega Syari'ah agar lebih sesuai dengan ketentubagsémana yang
konsep murabahah dalam figih maupun dalam teobgmd@an syari’ah
yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nakiamor 04/ DSN-

MUI/IV/2000.
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4. Penandatanganan perjanjimarabahah(ljab gabul)

Sebagaimana yang telah diurakan di atas, dalamkgagiaan
murabahahpada modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2Z3nk
Mega Syari'ah Kaliwungu menggunakan akan tambahlakalah dan
gord (untuk fasilitagake ove). Dengan adanya akad tambakakalah
menjadikan skim ini berbeda dari skimurabahahdalam konsep figh.

Secara akad, keseluruhan akad bakrabahah wakalah dan
gard (bagi fasilitagake ovey dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan
pernyataan kehendak/ijab gabufsf 4is<) telah dituangkan secara
tertulis dalam penandatangan perjanjian form aglikkadmurabahah
begitu juga dengan akasakalah dan gard. Dengan demikian syarat
rukun darisighatijab gabul telah sesuai dengan konsep syari'ah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatangakad a
dilakukan bersamaarmm(rabahahdan wakalal) oleh pihak bank dan
nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidak jelakad, anekanisme
pebelian dan kepemilikan barang yang diperjuakhaaeli

Pembelian objekmurabahah tersebut dapat dilakukan oleh
pembelimurabahahtersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad
wakalah(perwakilan). Setelah akadakalahdimana pembelnurabahah
tersebut bertindak untuk dan atas nama bank unal&kmkan pembelian
objek murabahahtersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan
adalah akadvakalah bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang

yang telah ditentukan. Setelah akadakalah selesai dan objek
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murabahahtersebut secara prinsip telah menjadi hak milikkbmaka
selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara basigah pembeli
(nasabah) yaitu akamhurabahalt® Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor
04/DSN-MUI/IV/I2000 tentangmurabahah sebagai landasan syariah
transaksmurabahahdijelaskan pada bagian pertama angka 9 disebutkan
bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabalik unembeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beturabahahharus dilakukan
setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antamk Gan
nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-heatya sebatas
formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuayari'ah
sebagaimana konsepurabahahdalam figh, maupun konsep murabahah
dalam perbankan syari'ah yang telah dijelaskan ndakatwa DSN

Nomor 04/ DSN-MUI/ 1V/ 2000 tentangrurabahah

Ditinjau dari aspek filososfi dan tujuamurabahah, bahwa Allah
menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi bdsia saling membutuhkan
satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan @aramun tidak memiliki
waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangka di sisi lain ada
yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan

berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dading melengkapi dan

0 Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentangurabahah
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mempermudah pengembangan harta dan kemampuan uter&dam Islam,
urusan semacam itu telah diatur secara menyelwaamdigh muamalah.

Tujuan dari adanya akadurabahahadalah untuk memenuhi kebutuhan
nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan Kednitmodal kerja. Akan
tetapi jika kita melihat praktetaurabahahdalam produk pembiayaan modal kerja
di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega SyatiieKaliwungu, penilaian
besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasleatyantung kepada besar-
kecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskrimiriaghadap nasabah yang
kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestiggang menjadi tolak ukur
dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhamgmalan seorang nasabah,
semagaimana yang telah dijelaskan dalam komsemmbahahpada perbankan
syari'ah. Hal tersebut juga akan memberikan danyaalg lebih adil bagi seluruh
nasabah.

Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bergamtasiengan tujuan
dari perbankan syari'ah. Salah satu tujuan dafdd@n Syari'ah yaitu sebagai
lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidkogani yang meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidgkdi kesenjangan yang besar
antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkanadéelain itu untuk
membuka peluang usaha yang lebih besar terutansangek miskin diarahkan
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju tencja kemandirian usahé.

Dengan adanya skim pembiayaamurabahah seorang nasabah yang

kekuranganrfinug dana akan terpenuhi kebutuhanya dari pihak yaemgmpanyai

™ Heri Sudarsond,oc.cit,him. 41.
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kelebihan gurplug dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengdanya
akad murabahah tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolonta’gwun).
Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkdbrplpembiayaan modal
kerja dengan skimmurabahahtersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya
agunan/jaminan, maka hal ini tidak mewujudkan sglitmlong menolong
(ta’awun) karena sama halnya yang bisa melakukan pembias@suai dengan
kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki §gomaan yang cukup
bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebusslasudah tidak termasuk
dalam golongan yang kekurangan dana, melainkanngato yang termasuk
kelebihan dana.

Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari 9y rukun sertanaqashit as-
syari'ah akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang ggréuhatikan
kesesuanya dengan konseprabahahsecara figh maupun teori dalam perbankan
syari‘ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi banlardaskimmurabahahadalah
sebagai penjual barang untuk kepentingan nasalealgad cara membeli barang
yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnyab&kmepada nasabah
dengan harga jual yang setara dengan harga bafnlih keuntungan bank dan
bank harus memberitahukan secara jujur harga pbko&ng berikut biaya yang
diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitngan pembelian
barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagaiegianyarang dalam
prakteknya bank syariah tidak mau dipusingkan dendmngkah-langkah
pembelian barang. Karenanya bank syariah menggonadegia akadvakalah

dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk mdéataelg tersebut.
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Langkah pemberian akadakalahinilah yang menjadikan bank syari’ah
terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati meneaapkediavakalahpembelian
barangini. Karena Fatwa MUl No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal April 2000
telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakikegada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, maka akad judi Ibeurabahah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadk rhiink. Dengan kata lain,
pemberian kuasav@kalah dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapu
harus dilakukan sebelum akadirabahahterjadi.

Dengan adanya akad tambahan berwpf&alah posisi bank bukan lagi
sebagai perantara pembeli dari pemasok dan mepguakepada nasabah,
melainkan hanya sebagaihibul malyang meminjamkan dananya untuk nasabah.
Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan inggja, bukan barang yang
dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinygnumut untuk
mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembeliaanigayang dilakukan oleh
nasabah. Maka kuntungan yang didapat pihak bankrblialgi atas pemberian jasa
sebagai perantara pembelian barang dari penmggMier kepada nasabah,
melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pamipgnjaman modal, maka
hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep b@sglangkan dalam Islam
dengan jelas dan tegas telah mengharamkan Béinga.

Dalam surat Ali Imran : 130, Allah telah berfirman:

o0 BIURZPIEI O 0G0 LA Lo I o AOOONK DR
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2 Kontrak dalam muamalah harus bebas déa, lihat Muhammad Syafi'i Antonio,
Loc.citt him. 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syari'ah NasioNaimor 40/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabaha, dalam ketentuan umum dijelaskawéabdpank dan nasabah
harus melakukan akadurabahahyang bebas riba.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mewmrakiba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allalpaya kamu mendapat
keberuntungan™®

Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akadbahahsebenarnya
karena atas dasar adanya jasa bank sebagai pargemnbelian barang dari

supplie’rpemasok kepada nasababh.

13 Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menusbagian besar ulama bahwa
Riba nasi‘ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipatag&iba itu ada dua macam: nasiah
dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkh orang yang meminjamkan.
Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang se&as, lebih banyak
jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demgdaesti penukaran emas
dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dirdaksm ayat ini Riba nasiah
yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Amabrzgahiliyah. Departemen
Agama,Op. cit.



